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ABSTRAK 
Rina Angriana, Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota Parepare (Analisis 

Ekonomi Islam). (dibimbing oleh Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, 

M.Ag.) 

Peran dari suatu instansi pemerintahan terhadap pemberdayaan masyarakat 
sangat perlu dilaksanakan dengan memberikan berbagai bentuk program 
pemberdayaan. Namun, dengan begitu masyarakat juga harus memanfaatkan secara 
efektif terhadap program pemberdayaan tersebut. Penelitian ini mengangkat 
permasalahan mengenai keefektifan dalam mengelola bentuk-bentuk pemberdayaan 
ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, 
Kelautan dan Perikanan Kota Parepare serta analisis ekonomi Islam terhadap peran 
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap bentuk-bentuk 
pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang akan dianalisis dari segi 
ekonomi islam. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data field reserch dengan pendekatan analisis ekonomi Islam melalui 

wawancara dan observasi terhadap pegawai Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare dan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi 
yang lakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap 
masyarakat nelayan di Cempae belum mampu memberikan perubahan perekonomian 
masyarakat nelayan tersebut. Dikarenakan, masyarakat nelayan itu sendirilah yang 
menjadi penyebab, yang kurang efektif dalam mengelola program pemberdayaan 
tersebut apabila dianalisis dari prinsip-prinsip ekonomi islam yakni prinsip keadilan, 
prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata, prinsip kejujuran dan 
kebenaran serta prinsip transparan (terbuka). 

  
Key Word: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, 

pemberdayaan ekonomi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cempae merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Soreang 

Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kaya akan sumber daya perikanan 

dan kelautan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. 

Penduduknya bermukim di wilayah pesisir dan kehidupannya bergantung dari  

sumberdaya  kelautan. Secara sosiologis, sebagian masyarakat pesisir masih hidup 

dibawah garis kemiskinan. Dault, menyatakan karena begitu miskinnya maka 

masyarakat pesisir sering disebut sebagai kelompok miskin diantara yang miskin (the  

poorest of the poor)
1
. Padahal hidup miskin sangat tidak dianjurkan dalam Al-Qur’an. 

Terdapat sejumlah ayat-ayat Al-Qur’an yang memuji kecukupan. Bahkan Al-Qur’an 

menganjurkan untuk memperoleh kelebihan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-

Nisaa’/4: 9 berikut: 

                        

       

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.

2
  

                                                             
1
Dault A, Pemuda dan Kelautan (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008),  h. 222. 

2
Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: PT. Surya Cipta Aksara, 

1993),  h. 144. 



 
 

Oleh  karena itu, agar masyarakat pesisir tersebut dapat keluar dari belenggu 

kemiskinan perlu ada motivasi untuk memberdayakan masyarakat pesisir tersebut 

melalui program-program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir.  

Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai  program  pemberdayaan 

masyarakat salah satunya ditujukan untuk masyarakat pesisir dalam rangka untuk 

mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir. Salah satu yang dilakukan oleh Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu Program Pemberdayaan  

Ekonomi  Masyarakat Pesisir  (PEMP)  yang merupakan  program  pemerintah  pusat  

dan dikembangkan secara nasional. Program PEMP bertujuan meningkatkan    

kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan 

sosial dengan penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan program pemberdayaan 

tersebut secara adil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 berikut: 

                         

                          

    

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk 
kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan

3
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebencian terhadap seseorang janganlah 

dijadikan sebagai suatu alasan untuk berbuat tidak adil terhadap seseorang tersebut. 

Penyaluran program pemberdayaan tersebut dengan tidak memihak salah satu pihak, 

tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam penyaluran bantuan, baik dalam 

                                                             
3
Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra 

Semarang), h. 203,  204. 



 
 

kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dasar karakteristik penyaluran suatu 

program bantuan dari suatu instansi pemerintahan adalah adil dan jujur, karena dalam 

Islam sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, semua akan dipertanggungjawabkan 

di akhirat kelak. Pelaksanaan penyaluran program bantuan secara adil bertujuan 

untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Apabila terjadi 

ketidakseimbangan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun 

sosial.
4
 Dalam mengelola suatu progam bantuan seperti pada proses penyaluran 

program pemberdayaan ke masyarakat nelayan, tidak hanya dari instansi 

pemerintahan dalam hal ini pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare sebagai pelaksana program pemberdayaan tersebut yang harus adil dalam 

mengelola program tersebut akan tetapi masyarakat dalam hal ini masyarakat nelayan 

sebagai penerima program pemberdayaan tersebut harus mengetahui dan 

memanfaatkan program pemberdayaan tersebut secara efektif sehingga berfungsi 

sesuai yang telah ditentukan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 

2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pesisir (PEMP) mencoba meletakkan kembali dasar-dasar pengembangan kawasan 

pesisir dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum program PEMP 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan sasarannya 

ditujukan kepada masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan 

melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan 

berkelanjutan.  

                                                             
4
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam  (Jakarta: Kencana,  2010),  

h. 119. 



 
 

Kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae apabila dilihat dari 

kondisi yang ada masih perlu diadakan perubahan menuju kesejahteraan 

perekonomian masyarakat pesisir, seperti masyarakat nelayannya. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di 

Cempae dalam optimalisasi melaksanakan perannya tersebut, dan upaya masyarakat 

nelayan dalam menerima dan memanfaatkan program pemberdayaan dari Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tersebut sesuai pada fungsinya. 

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat kondisi dan situasi perekonomian 

masyarakat nelayan di Cempae yang masih perlu diadakan perubahan perekonomian 

menuju kesejahteraan, maka dari itu akan diteliti mengenai bentuk-bentuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang diterapkan oleh Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan peran Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat 

nelayan di Cempae khususnya cara penyaluran, pengelolaan, dan pemanfaatan 

terhadap program pemberdayaan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, maupun dari pihak masyarakatnya dalam hal 

ini masyarakat nelayan yang kemudian akan ditinjau dari sudut pandang ekonomi 

Islam dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas PKP terhadap 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)”. 

  

 

 



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah antara lain: 

1.2.1 Bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di 

Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan? 

1.2.2 Bagaimana peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis 

ekonomi Islam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan 

di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. 

1.3.2 Untuk mengetahui peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis 

ekonomi Islam. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menganalisis peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae melalui aspek ekonomi Islam 

sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

kepada penulis secara pribadi dan masyarakat pada umumnya terhadap peran Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat 

nelayan di Cempae. Serta, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 



 
 

peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih 

mendalam lagi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dan 

juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam ekonomi 

Islam. Diharapkan pula penelitian ini sebagai sarana penerapan dari ilmu 

pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat nelayan untuk lebih efektif dalam mengelola program 

pemberdayaan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan agar lebih seleksi lagi dalam menyalurkan program 

bantuan ke masyarakat yang lebih berhak menerima program pemberdayaan 

dari pemerintah tersebut serta lebih kreatif dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjaun Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait peran Dinas PKP terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae (analisis ekonomi Islam) 

sebagai berikut: 

2.1.1 Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Razak Miraza 

dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat” Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2009. Dalam 

penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan mekanisme pelaksanaan 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan hambatan-hambatan 

yang ditemui dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir. Penulisan skripsinya menggunakan penelitian lapangan (field 

research)  sehingga memperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Tanjung Pura 

Langkat sudah dilaksanakan oleh Koperasi Nelayan Langkat melalui Unit 

Usaha Swamitra Mina. Walaupun tidak semua usaha yang diberikan bantuan 

di bidang sektor perikanan dan kelautan, namun masyarakat pesisir di 

Kecamatan Tanjung Pura sudah dapat mengakses permodalan dengan tingkat 

suku bunga yang ringan dan dengan pinjaman yang transparan. Adapun hal-

hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program PEMP di 

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah terdapat pergeseran atas 



 
 

penggunaan dana pinjaman oleh responden. Misalnya pada awal mereka 

mengajukan pinjaman sebagai modal usaha akan tetapi realisasi penggunaan 

pinjamannya untuk membayar hutang-hutang yang ada sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwasanya fungsi kontrol ataupun monitoring pinjaman masih 

lemah.
5
 

2.1.2 Taufik dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah 

dalam Pemberayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten 

Polewali Mandar” Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin tahun 

2013. Dalam penelitian tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali 

Mandar dan kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan masyarakat 

pesisir. Penulisan skripsinya menggunakan penelitian lapangan (field 

research) sehingga memperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian yang telah 

dilakukan membuktikan bahwa peran pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat pesisir melaui program pemberdayaan di 

Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksanakan secara 

utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun terdapat sedikit  

kurangnya  koordinasi  dalam  sosialisasi  program  ini.  Dana  bantuan 

tersebut bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan 

meningkatkan produktifitas nelayan.
6
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Berdasarkan pemaparan kedua penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek yang dibahas 

yakni adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan 

untuk masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Akan tetapi, penelitian yang 

akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang 

membahas secara khusus mengenai peran Dinas PKP terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare khususnya cara penyaluran, 

pengelolaan, dan pemanfaatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan 

di Cempae yang kemudian di analisis dari sudut pandang ekonomi Islam, sehingga 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin 

meneliti lebih lanjut dengan judul “Peran Dinas PKP terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)”. 

2.2 Tinjaun teoritis 

2.2.1 Peran 

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan.
7
 Menurut Bruce J. Cohen, peran ialah suatu 

perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status 

tertentu.
8
 Sedangkan menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal, antara lain: 

2.2.1.1 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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2.2.1.2 Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

2.2.1.3 Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
9
 

Berdasarkan pengertian di atas, peran adalah perangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 

Setiap individu memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya 

bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

atau lingkungan kepadanya. 

2.2.1.3.1 Unsur-unsur peran 

Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur peran ialah: 

2.2.1.3.1.1 Aspek dinamis dari kehidupan 

2.2.1.3.1.2 Perangkat hak-hak dan kewajiban 

2.2.1.3.1.3 Perilaku sosial dari pemegang kehidupan 

2.2.1.3.1.4 Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. 

 Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan 

hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu 

sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang 

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalanakan suatu peranan. 

 

 

                                                             
9
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213. 



 
 

2.2.1.3.1.4.1 Fungsi peran 

Peran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

2.2.1.3.1.4.1.1 Memberi arah pada proses sosialisasi; 

2.2.1.3.1.4.1.2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma serta 

pengetahuan; 

2.2.1.3.1.4.1.3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; serta 

2.2.1.3.1.4.1.4 Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat 

melestarikan kehidupan masyarakat. 

2.2.2 Pemberdayaan 

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau 

kekuatan, proses, cara dan perbuatan memberdayakan.
10

 Sutrisno menjelaskan bahwa 

pemberdayaan ialah dimana masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri 

dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, 

disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, 

dan pelaksanaan pembangunan.
11

 Sedangkan Merriam, berpendapat bahwa 

pemberdayaan ialah  upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui 

pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan, agar kondisi 

kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.  

Pemberdayaan juga mengandung arti ialah memberikan kekuasaan, 

mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar 

masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka 

membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat  di artikan bahwa 

pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan 

masyarakat sebagai  pelaku utama proses pembangunan dengan cara  meningkatkan 

kemampuannya dan memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan dalam 

rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. 

2.2.2.1 Ciri-ciri pemberdayaan 

2.2.2.1.1 Pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan umur 

yang sama, minat yang sama dan sukarela. Pemberdayaan menekankan 

pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat 

dapat berkembang. 

2.2.2.1.2 Pemberian tanggung jawab kepada masyarakat, seperti kegiatan 

perencanaan, penyusunan program sampai dengan evaluasi program yang 

sudah dilaksanakan. 

2.2.2.1.3 Kepemimpinan kelompok dipegang warga masyarakat. Semua kegiatan 

diatur oleh kelompok, sehingga semua warga masyarakat sebagai anggota 

memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan. 

2.2.2.1.4 Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan 

musyawarah bersama atau hasil pemungutan suara. 

2.2.2.1.5 Adanya kesamaan pandang dan langkah di dalam mencapai tujuan tertentu. 

2.2.2.1.6 Metode yang digunakan harus dipilih dan dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri bagi warga masyarakat seperti: dialog dan kelompok kegiatan 

bebas, seperti: kelompok diskusi, kelompok usaha dan workshop yang 

dilengkapi dengan peralatan yang dapat digunakan warga masyarakat dan 

berbagai latihan mandiri. 



 
 

2.2.2.1.7 Bahan diarahkan pada kebutuhan atau kenyataan hidup sehari hari warga 

masyarakat. Kegiatan pada akhirnya harus bertujuan untuk memperbaiki 

kehidupan sosial, ekonomi dan atau kedudukan kehidupan masyarakat.
12

 

2.2.2.2 Prinsip pemberdayaan 

2.2.2.2.1 Prinsip keberpihakan 

Keberpihakan yang dimaksud ialah keberpihakan terhadap masyarakat 

kebanyakan (umum) bukan berarti mengabaikan golongan masyarakat lainnya (elite 

masyarakat). Ini bertujuan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan 

dan mendapat manfaat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

2.2.2.2.2 Prinsip pemberdayaan 

Prinsip ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki akses (peluang dan 

kesempatan) dan control (kemampuan memberikan keputusan dan memilih) terhadap 

berbagai keadaan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan, sehingga mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah. 

2.2.2.2.3 Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator  

Upaya pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan yang masih tertinggal dari 

kehidupan ekonomi modern adalah dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku 

secara partisipatif terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi. Sedangkan posisi pemerintah sebagai pembina fasilitator. 

2.2.2.3 Upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan 

Upaya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat contohnya pada 

pemberdayaan usaha, terdapat empat pilar yaitu : 
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2.2.2.3.1 Memperkuat permodalan baik itu modal dari luar maupun modal sendiri. 

2.2.2.3.2 Meningkatkan manajemen usaha, yakni dengan mengatur administrasi 

usaha, memperhatikan alat produksi dan lain-lain. 

2.2.2.3.3 Cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni dengan diadakannya 

pelatihan, pemberian materi, dan usaha lainnya untuk meningkatkan 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. 

2.2.2.3.4 Memperluas pemasaran, yakni dengan cara melakukan pemasaran secara 

bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga 

tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya biaya tranportasi. 

2.2.2.4 Tujuan pemberdayaan 

Tujuan dari pemberdayaan ialah sebagai berikut : 

2.2.2.4.1 Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang (enabling), artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali 

tanpa daya. Dalam hal ini pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

daya kreasi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk 

mengembangkannya. 

2.2.2.4.2 Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering), meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut 

penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi 

semakin berdaya. 

2.2.2.4.3 Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah 

lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindungi 



 
 

harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang 

tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok. 

2.2.3 Teori ekonomi masyarakat nelayan 

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk 

memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi bisa juga diartikan 

sebagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi 

terdiri dari kegiatan konsumsi dan produksi. Dengan adanya kegiatan ekonomi, maka 

tingkat ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Usman Yatim dan Enny A Hendargo 

menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, 

dengan cara sebagai berikut : 

2.2.3.1 Adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun 

produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya. 

2.2.3.2 Memiliki keterampilan yakni membantu seseorang dalam menentukan usaha 

produksinya. 

2.2.3.3 Menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah 

produksi usaha maupun pemasaran. 

2.2.3.4 Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan 

dijalani.
13

 

Kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi kegiatan ekonomi dalam bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, 

perdagangan, dan pelayanan jasa pariwisata. Dalam bidang perikanan rata-rata pelaku 

ekonominya adalah masyarakat nelayan.  
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Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang 

saling berinteraksi satu sama lain.
14

 Menurut Sadly masyarakat dipahami sebagai 

suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau 

karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama 

lain.
15

 Sejalan dengan beberapa pendapat tersebut, masyarakat dipahami sebagai 

kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan 

tersebut dan adanya saling keterikatan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakaat 

dapat dibedakan dalam beberapa kelompok seperti masyarakat perkotaan, masyarakat 

pedesaan, masyarakat pesisir, dan lain-lain. 

Di dalam masyarakat pesisir, terdapat beberapa masyarakat nelayan baik itu 

nelayan, pengolah budidaya rumput laut, pengolah abon ikan dan lain sebagainya. 

Nelayan kecil merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal 

perikanan berukuran paling besar lima gross ton (5GT). Batasan ini mengindikasikan 

bahwa kehidupan nelayan tergantung langsung pada hasil laut dan menjadikan 

nelayan sebagai komponen utama konstruksi masyarakat pesisir Indonesia. Mereka 

pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan 

lokasi kegiatannya. Pada umumnya nelayan identik dengan lemahnya kemampuan 

modal, posisi tawar, terbatasnya modal serta akses pasar.
16

  

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, nelayan terdiri dari beberapa 

kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi 

tiga kelompok, diantarnya nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. 
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Nelayan buruh yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. 

Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh 

orang lain dan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap 

sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
17 

Nelayan juga didefinisikan sebagai komunitas yang secara keseluruhan atau 

sebagian hidupnya bergantung pada kegiatan menangkap ikan atau binatang laut 

lainnya. Kelompok nelayan umumnya memiliki beberapa perbedaan dalam 

karakteristik sosial dan kependudukan yang dapat dilihat dari kelompok umur, 

pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Nelayan dikelompokkan menjadi empat 

jenis yaitu: 

2.2.3.4.1 Nelayan tetap ialah nelayan yang seutuhnya berprofesi sebagai nelayan dan 

tidak memiliki profesi pekerjaan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

2.2.3.4.2 Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap 

ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 

2.2.3.4.3 Nelayan asli, yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang 

sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk 

melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat 

kecil. 

2.2.3.4.4 Nelayan rekreasi (recreational/ sport fishers), yaitu orang-orang yang 

secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk 

kesenangan atau berolahraga. 
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2.2.3.4.5 Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang menangkap 

ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik 

maupun pasar ekspor. 

Widodo dan Suadi berpendapat bahwa terdapat beberapa terminologi yang 

digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh atau 

nelayan tetap ialah kelompok nelayan yang menggantungkan keseluruhan hidupnya 

dari menangkap ikan dan nelayan sambilan bagi kelompok nelayan hanya 

menggantungkan sebagian dari hidupnya dari menangkap ikan, serta juragan bagi 

kelompok nelayan yang memiliki sumber daya ekonomi untuk usaha perikanan 

seperti kapal dan alat tangkap serta memiliki anak buah kapal bagi mereka yang 

mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat 

tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.
18

 

2.2.4 Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare 

Laut merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang 

memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua. Definisi kelautan sangat luas 

termasuk mencakup istilah kemaritiman. Pengertian kelautan adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan laut, dimana dalam laut tersebut yang didalamnya terdapat 

berbagai jenis karang, ikan, dan lain-lain.
19

 

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, 

produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 
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sistem bisnis perikanan, yang bertujuan untuk mendatangkan penghasilan dan 

keuntungan bagi nelayan. 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 3 dinyatakan 

pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:  

2.2.4.1 Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; 

2.2.4.2 Meningkatkan penerimaan devisa negara;  

2.2.4.3 Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;  

2.2.4.4 Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;  

2.2.4.5 Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; 

2.2.4.6 Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;  

2.2.4.7 Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan;  

2.2.4.8 Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan 

lingkungan sumber daya ikan secara optimal, serta 

2.2.4.9 Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata 

ruang. 

Hal ini memberikan gambaran umum bahwa pengelolaan perikanan pada 

hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan harkat 

dan martabat para nelayan yang berada di sekitar wilayah pesisir yang 

menggantungkan pendapatannya pada sektor perikanan dan merupakan penjabaran 

dari pembangunan perikanan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya 

perikanan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus 

memperbaiki kehidupan masyarakat nelayan.  



 
 

Untuk melaksanakan pemanfaatan tersebut maka dibentuklah suatu instansi 

pemerintahan yakni Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare sesuai 

dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare dimana kantornya terletak di jalan Ahmad Yani km 6, 

Kecamatan Soreang Kota Parepare, yang didalam struktur organisasinya terdapat 

pelaksana bidang perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) PPI Cempae yang terletak di jalan Petta Oddo, Cempae, Kecamatan Soreang 

Kota Parepare. 

Bidang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam urusan perikanan dan kelautan. 

Berdasarkan peraturan Walikota Perapare Nomor 18 Tahun 2008 dalam pasal 

16 ayat (1), Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi Dalam 

menyelenggarakan tugas pokok: 

2.2.4.9.1 Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perikanan dan kelautan; 

2.2.4.9.2 Pembinaan teknis masyarakat nelayan di bidang perikanan dan kelautan; 

2.2.4.9.3 Pengawasan dan pemantauan alat dan bahan penangkapan ikan; 

2.2.4.9.4 Pemberian izin penangkapan ikan; dan 

2.2.4.9.5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

2.2.5 Teori Pengelolaan 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 

pengaturan atau pengurusan.
20

 Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 
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pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan 

serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Griffin mendefinisan manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi 

manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisiensi dan efektif.21 
 Sedangkan Nanang Fattah, berpendapat 

bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh 

seorang manajer atau pimpinan, yaitu:  

2.2.5.1 Perencanaan (planning) 

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang 

akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, 

oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai sesuatu itu.
22

 

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian 

pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan 

organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek 

perencanaan meliputi:  

2.2.5.1.1 Apa yang dilakukan?  

2.2.5.1.2 Siapa yang melakukan?  

2.2.5.1.3 Di mana akan melakukan?  

2.2.5.1.4 Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?  

2.2.5.1.5 Bagaimana melakukannya?  

2.2.5.1.6 Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum?
23
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2.2.5.2 Pengorganisasian (organising) 

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, 

kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. Suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih 

untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan seseorang yang 

akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal 

tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian 

latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi. 

2.2.5.3 Pengarahan (actuating) 

Pengarahan, adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti 

keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara 

efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang suatu organisasi. 

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.   

2.2.5.4 Pengawasan (controlling)  

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang 

atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana 

yang sudah ditetapkan sebelumnya.
24

 Tujuan dalam suatu pengawasan adalah:  

2.2.5.4.1 Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan 

kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi. 
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2.2.5.4.2 Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang terjadi.  

2.2.5.4.3 Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.  

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang 

keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu 

kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber 

daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap 

berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada 

perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi 

kegiatan monitoring dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan 

berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan 

yang telah direncanakan tercapai dengan baik.  

2.2.6 Teori Ekonomi Islam 

2.2.6.1 Pengertian Ekonomi Islam 

Hazanuzzaman dan Metwally berpendapat bahwa, ekonomi Islam merupakan 

ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur’an dan sunnah.
25

 Menurut Mannan, 

Ahmad dan Khan, ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam 

kegiatan ekonomi yang diajukan untuk pengembangan moral masyarakat 

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Berikut ini adalah 

prinsip-prinsip yang dibenarkan maupun yang dilarang dalam ekonomi syariah, 

yakni: 
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2.2.6.1.1 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah 

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa 

menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu: 

2.2.6.1.1.1 Prinsip keadilan dan kebajikan 

Prinsip keadilan sangat diperlukan dalam melakukan suatu aktivitas 

perekonomian. contohnya keadilan dalam melakukan suatu aktifitas penyaluran 

bantuan ke masyarakat. Menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan 

haruslah terdistibusikan di antara anggota-anggota masyarakat, bahwa jurang antara 

si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan dilain pihak, setiap orang harus 

dicukupi kebutuhan dasarnya.
26

 

Keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak 

memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak 

yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan 

kewajiban, memahami yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut 

peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. 

Dalam al-Qur’an dijelaskan tentang keadilan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-

Nahl/16 : 90 berikut: 

                       

                 
 
Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.

27
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Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita 

berbuat adil. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk 

berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. 

2.2.6.1.1.2 Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata  

2.2.6.1.1.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran 

2.2.6.1.1.4 Prinsip transparan (terbuka) 

2.2.6.1.1.5 Prinsip menghindari spekulasi (perjudian) 

2.2.6.1.1.6 Prinsip menghindari riba 

2.2.6.1.1.7 Prinsip kerelaan
28

 

2.2.6.1.2  Prinsip-prinsip ekonomi dilarang syariah 

1.2.3.1.1 Gharar (ketidakjelasan) 

Arti gharar adalah al-khida’ ”penipuan” menurut bahasa, yaitu suatu tindakan 

yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur  kerelaan. Gharar dari segi fiqih 

berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat 

diserahkan. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Wahbah az-

Zuhaili yang mengutip beberapa pengertian gharar yang dikemukakan oleh para 

fuqaha yang maknanya hampir sama. Antara lain: 

1.2.3.1.1.1 Asy-Syarkasi dari Mazhab Hanafi berpendapat, al-gharar ma yakun 

masnur al-aqibah  “sesuatu yang tersembunyi akibatnya”. 

1.2.3.1.1.2 Al-Qarafi dari Mazhab Maliki berpendapat,  ashlu al-gharar huwa al-

ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fil al hawa’ wa as-samak fi 

al-ma’ “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau 

tidak, seperti burung di udara dan ikan di air”. 
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1.2.3.1.1.3 Asy-Syirazi dari Mazhab Syafi’I berpendapat, al-gharar ma intawa 

‘anhamruh wa khafiy alaih ‘aqibatuh “sesuatu yang urusannya tidak 

diketahui dan tersembunyi akibatnya”.
29

 

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang 

akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan 

sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) 

semata. Inilah yang disebut gharar “ketidakpastian” yang dilarang dalam Islam. 

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah 

pihak tidak terzalimi.
30

 

1.2.3.1.2 Maisir (judi/untung-untungan) 

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu 

dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. 

Yang biasa juga disebut berjudi.  

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun  

hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan 

keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-

orang yang terlibat melakukan kecurangan. Sesorang mendapatkan apa yang 

semestinya tidak didapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan 

pemotongan dan bertaruh sehingga masuk dalam kategori definisi berjudi.
31

 Unsur 

maisir artinya adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru 

mengalami kerugian.. 

                                                             
29

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 51. 
30

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 47. 
31

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 49. 



 
 

1.2.3.1.3 Riba  

Riba (الربا) menurut bahasa berarti “ (زيادة) tambahan”. Sedangkan menurut 

istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara 

batil.
32

 Selain itu riba secara istilah juga diartikan sebagai tambahan yang diperoleh 

dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. 

Menurut Ali bin Muhammad ad-Durjani, riba adalah tambahan yang tidak menjadi 

imbalan bagi sesuatu yang disyaratkan bagi salah seorang yang meminjam dan yang 

memberi pinjaman.
33

  

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat 

benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik 

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan  

dengan prinsip muamalah dalam Islam. 

2.2.7 Hibah 

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah yang berarti 

pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata 

“hubuubur riih” artinya muruuruha (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata 

hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun 

bukan. 

Secara terminologi (syara’) jumhur ulama mendefenisikan hibah ialah akad 

yang mengakibatkan pemilikian harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang 

dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.
34
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  Sayiq Sabiq mengemukakan bahwa defenisi hibah adalah akad yang pokok 

persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu 

hidup, tanpa adanya imbalan. Sulaiman Rasyid memberikan defenisi mengatakan 

bahwa hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada 

karenanya. Sedangkan H.M. Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah 

memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang 

dilakukan dalam hidup seseorang. 

Berdasarkan defenisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah 

merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. 

Artinya, harta menjadi milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan 

hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka 

itu disebut I’arah (pinjaman).  

2.2.7.1 Rukun dan Syarat hibah 

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat : 

2.2.7.1.1 Orang yang menghibahkan (al-wahib) 

2.2.7.1.2 Harta yang dihibahkan (al-mauhub) 

2.2.7.1.3 Lafal hibah 

2.2.7.1.4 Orang yang menerima hibah 

2.2.7.2 Syarat-syarat hibah : 

2.2.7.2.1 Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah): 

2.2.7.2.1.1 Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. 

2.2.7.2.1.2 Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap 

dan bebas bertindak menurut hukum. 



 
 

2.2.7.2.1.3 Penghibahnya adalah orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak 

disyaratkan penghibah harus muslim. 

2.2.7.2.1.4 Penghibah tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan 

adanya kerelaan. 

2.2.7.2.2 Syarat orang yang diberi hibah: 

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak 

ada atau diperkirakan keberadaannya maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi 

hibah itu ada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah 

itu harus diambil oleh walinya atau yang memeliharanya. 

2.2.7.2.3 Syarat benda yang dihibahkan: 

2.2.7.2.3.1 Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. 

2.2.7.2.3.2 Harta itu memiliki nilai (manfaat). 

2.2.7.2.3.3 Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk 

dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke 

tangan lain. 

2.2.7.2.3.4 Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’. 

2.2.7.2.3.5 Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka, tidak 

boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan 

orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang. 

Selain itu, harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait 

dengan harta atau hak lainnya. Karena pada prinsipnya barang yang 

dihibahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. 

 

 



 
 

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul) 

Judul penelitian ini adalah “Peran Dinas PKP terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae (Analisis Ekonomi Islam)”, judul tersebut 

mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan 

dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan 

konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk 

memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena 

itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut: 

2.3.1 Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau 

kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 

2.3.2 Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare ialah suatu 

instansi pemerintahan Kota Parepare yang mempunyai tugas pokok 

merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam 

urusan pertanian, perikanan dan kelautan, yang didalam struktur organisasinya 

terdapat pelaksana bidang perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae. 

2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna 

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.
35

 

2.3.4 Masyarakat Nelayan dari segi geografis ialah masyarakat yang hidup, tumbuh, 

dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara 
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wilayah darat dan laut.
36

 Dalam arti lain masyarakat nelayan ialah mereka 

yang bermata pencaharian yang bergantung kepada sumber daya alam yang 

ada di laut. 

2.3.5 Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip-

prinsip syariah. 
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2.4 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2.4: bagan kerangka pikir 
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Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir tersebut adalah sebagai 

berikut: 

2.4.1 Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Parepare ialah suatu 

instansi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 

teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan Pertanian, kelautan 

dan perikanan, yang didalam struktur organisasinya terdapat pelaksana bidang 

perikanan dan kelautan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI 

Cempae. 

2.4.2 Masyarakat nelayan ialah mereka yang bermata pencaharian yang bergantung 

kepada sumber daya alam yang ada di laut. Masyarakat nelayan sebagai 

sasaran utama dalam penerimaan program pemberdayaan dari Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare selanjutnya akan diteliti 

tentang bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan dan program-program apa 

saja yang diterapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae 

Kota Parepare serta bagaimana peran Dinas Pertanian, kelautan dan Perikanan 

terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Nelayan di Cempae Kota 

Parepare. 

2.4.3 Untuk hasil yang akan dijadikan sebagai kesimpulan adalah akan dianalisis 

dari tinjauan ekonomi Islam bentuk-bentuk dari pemberdayaan ekonomi 

masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare serta peran Dinas Pertanian, 

kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan 

di Cempae Kota Parepare.  

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitan, fokus penelitian, jenis 

dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data.
37

 Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan 

sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian dalam mengelola dan menganalisis data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian 

dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-

banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, peneliti 

mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan 

masalah yang telah diajukan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penenlitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan) Kota Parepare, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI 

Cempae yang terletak di jalan Petta Oddo, Cempae, Kecamatan Soreang Kota 

Parepare serta wilayah sekitar daerah Cempae, Kota Parepare 
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3.1.2 Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

Adapun penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi 

masyarakat nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare, dan peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae, yang 

kemudian akan dianalisis dalam ekonomi islam. 

3.4 Jenis  dan Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang dari sumber asli, 

maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa 

sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
38

 Dalam penelitian ini yang 

menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), 

pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

3.4.1.1 Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam hal ini 

pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae sebanyak 4 

orang pegawai. 
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3.4.1.2 Masyarakat Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam hal ini adalah 

masyarakat nelayan. Dimana jumlah masyarakat nelayan yang dijadikan 

sampel ialah sebanyak 7 orang. 

3.4.1 Data Skunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.
39

 Data 

Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta 

melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data 

sekunder diperoleh dari: 

3.4.4.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi) 

3.4.4.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitan adalah mendapatkan data-data yang 

kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik 

yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain: 

3.5.4.1 Teknik Library Research 

Tehnik library research digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan 

beberapa literatur kepustakaan dam buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan 

mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai 

dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
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3.5.4.2 Teknik Field Research 

Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan 

untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan 

dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di 

lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut: 

3.5.4.2.1 Observasi  

Peneliti mengamati bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 

nelayan di Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 

Kota Parepare Kota Parepare, serta  peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 

Kota Parepare terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang 

akan dianalisis dari sudut pandang ekonomi islam. Selanjutnya akan dicatat data yang 

diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan 

peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata 

dilapangan. 

3.5.4.2.2 Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewancara 

dengan cara tatap muka (face to face) mengenai bentuk-bentuk dan peran Dinas PKP 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae. Adapun 

informasinya terdiri dari pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare dalam hal ini pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae 

dan masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare 

 

 



 
 

3.5.4.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
40

 Dalam hal 

ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar 

kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan penyusunan 

transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat 

menyempurnakan pemahaman terhadap data teresebut untuk kemudian 

menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah  ditemukan atau 

di dapatkan di lapangan.41 Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang 

besifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu 

fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data 

yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Reduksi data (data reduction) 

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-

hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian 

membuang data yang dianggap tidak penting. 
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3.5.2 Penyajian data (data display) 

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian 

naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi 

kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran Dinas PKP terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyaraat nelayan di Cempae (analisis ekonomi Islam) 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (conclution) atau verifikasi 

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan 

sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan 

kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan 

tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, 

meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae 

Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Merriam, berpendapat pemberdayaan ialah  upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-

program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat 

kemampuan yang diharapkan. Pemberdayaan juga mengandung arti ialah 

memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada 

masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan 

dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. 

Wilayah Cempae merupakan wilayah pesisir, sebagai wilayah pesisir sebagian 

besar usaha masyarakat Cempae dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya 

ialah dalam bidang perikanan dan kelautan, seperti profesi sebagai nelayan tangkap, 

pembudidaya rumput laut dan lain-lain. Untuk itu pemerintah Kota Parepare melalui 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare melaksanakan perannya 



 
 

dalam pembangunan yang mengarahkan pada pengembangan sektor kelautan dan 

perikanan yang ada di Cempae melalui berbagai program bantuan dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Hal ini 

sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu pegawai yang ada di Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare: 

Kami dari Pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

pernah memberikan program bantuan kepada masyarakat Soreang, khususnya 

masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Nah, salah satu contoh programnya ialah 

untuk proyek CCD-IFAD yang dimulai sejak tahun 2013.42 

Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development 

(CCD-IFAD) atau disebut Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) 

merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD 

berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal 

ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan 

dengan Presiden IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012. CCD-

IFAD memberikan dana hibah kepada masyarakat pesisir dengan tujuan proyek ini 

untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam 

kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, CCD IFAD menyalurkan 

dana hibah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang ada di 

Cempae. Adapun Program kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang diadakan 

oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah sebagai berikut: 
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4.1.1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, diantaranya: 

1. Pendampingan masyarakat pesisir (IFAD) 

4.1.2 Peningkatan kapasitas pokmas nelayan kecil, diantaranya: 

1. Program pengembangan budidaya perikanan 

2. Pengembangan budidaya sistem keramba jaring apung 

3. Pemuktahiran data perikanan dan kelautan 

4. Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB) 

5. Transplantasi terumbu karang 

6. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya air payau 

7. Pengembangan benih ikan unggul 

8. Pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan 

9. Pelatihan dan penerapan pemeliharaan ikan tawar dan ikan laut 

10. Pelatihan budidaya rumput laut 

11. Pengadaan bibit ikan 

4.1.3  Program pengembangan perikanan tangkap, diantaranya: 

1. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 

2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap 

3. Pembangunan dermaga perikanan 

4. Pengadaan perahu bermotor (DAK 2014) 

5. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 

4.1.4 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, diantaranya: 

1. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan 

4.1.5  Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan, 

diantaranya: 



 
 

1. Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan 

2. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan PPI 

3. Monitoring formalin di pasar-pasar tradisional dan modern 

Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut telah berhasil dilaksanakan 

oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare untuk masyarakat 

pesisir dalam lingkup wilayah sekota Parepare. 

Salah satu ciri pemberdayaan adalah pembentukan kelompok kecil yang 

menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat 

dapat berkembang. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan 

dan Perikanan Kota Parepare dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat nelayan 

yang ada di Cempae ialah membentuk kelompok masyarakat nelayan yang terarah 

dalam bidang masing-masing, diantaranya: 

4.1.5.3.1 Kelompok nelayan 

 Kelompok nelayan yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare dibentuk berdasarkan seleksi identitas pekerjaan. Nelayan 

yang pekerjaannya sebagai nelayan tetap
43

 adalah mereka yang berhak menerima 

program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut: 

Ini kelompok yang dibentuk kita disuruh mencari nelayan itu cumang nelayan 
tongji saja yang tidak ada pekerjaan lainnya selain nelayan saja begitu yang 
ditetapkan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare.

44
 

Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa salah satu persayaratan untuk terdaftar 

sebagai anggota kelompok nelayan adalah masyarakat yang berprofesi sebagai 
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nelayan tetap. Kenyataan yang terjadi di lapangan ialah masih terdapat anggota yang 

terdaftar dalam kelompok nelayan tersebut yang tidak berprofesi sebagai nelayan 

tetap dan memilki profesi yang lain. Anggota tersebut bekerja dengan bergantung 

terhadap kondisi di laut. Apabila kondisi di laut kurang memungkinkan untuk  

menangkap ikan maka anggota tersebut mencari pekerjaan yang lain seperti pekerjaan 

sebagai buruh bangunan, supir angkutan umum dan lain sebagainya. Selain itu 

terdapat pula anggota yang menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan. 

Akan tetapi terdapat juga anggota dalam kelompok nelayan tersebut yang berprofesi 

sebagai nelayan tetap, sehingga ketika kondisi di laut kurang memungkinkan untuk 

menangkap ikan, anggota tersebut melakukan pekerjaan lain yang berhubungan 

dengan profesinya sebagai nelayan seperti memperbaiki alat tangkap ikan dan 

memperbaiki perahu. nelayan tetap inilah yang berhak terdaftar dalam kelompok 

nelayan penerima program bantuan hibah. 

Kelompok nelayan yang telah dibentuk di Kecamatan Soreang terdiri dari 

beberapa kelompok, akan tetapi hanya sepuluh kelompok yang masih beroperasi 

termasuk kelompok nelayan yang berada di Cempae. Hal ini disebabkan karena 

beberapa hal seperti kurangnya kemampuan anggota kelompok nelayan dalam 

mengelola dana yang telah diberikan dan tidak menggunakan dana bantuan sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. 

 

 

 

 

 



 
 

Berikut ini adalah daftar nama kelompok yang telah dibentuk: 

Tabel 4.1.5.3.1  Kelompok nelayan Kecamatan Soreang, Kota Parepare 

No Nama kelompok Jumlah Anggota 
Produksi/Tahun 

(TON) 
Keterangan 

1 Sipadeceng I 10 10,8 Pancing 

2 Sipadeceng II 10 11,3 Pancing 

3 Bujung Pitue  8 9,3 Pancing 

4 Siparennu 10 8,5 Pancing 

5 Sipakamase I 10 11,2 Pancing 

6 Sipakamase II 10 10,4 Pancing 

7 Kembang Mekar 10 11,5 Pancing 

8 Cinta Bahari 20 24,3 Pancing 

9 Sipakainge 21 21,6 Pancing 

10 Bagang Lolo 18 70,5 Bagang perahu 

Sumber data: Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare 

4.1.5.3.2 Kelompok pengolah hasil perikanan 

Kelompok pengolah hasil perikanan yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare adalah kelompok pengolah makanan siap saji 

yaitu abon ikan. Anggota dalam kelompok pengolah abon ikan ini adalah gabungan 

dari seluruh masyarakat Kota Parepare. Sehingga terdapat pula masyarakat Cempae 

yang tergabung dalam kelompok tersebut. Tempat pengelohan abon ikan dalam 

lingkup wilayah Kecamatan Soreang dipusatkan di dalam area kantor Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae. Hal ini disebabkan karena  pengolah abon ikan 



 
 

di wilayah Kecamatan Soreang kurang berhasil. Sehingga beberapa kelompok 

pengolah abon ikan yang telah dibentuk di Kota Parepare di gabungkan dalam satu 

kelompok untuk wilayah Kecamatan Soreang. Sehingga setelah ditempatkan di dalam 

area kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI Cempae, kelompok pengolah 

abon ikan tersebut telah berhasil dalam mengolah usaha abon ikan dan merespon baik 

program bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare. Akan tetapi anggota kelompok pengolah abon ikan tersebut terkadang 

mengeluh terkait modal yang akan digunakan untuk melanjutkan usaha tersebut. Hal 

ini sebagaimana dipaparkan oleh salah satu anggota kelompok pengolah abon ikan 

berikut: 

Kami sangat merespon baik niat pemerintah untuk memberdayakan 
perekonomian masyarakat Kota Parepare. Karena dengan melalui program 
bantuan ini kami merasakan perubahan pendapatan. Dari pendapatan yang 
sedikit bisa bertambah walaupun tidak seberapa. Akan tetapi masukan saya 
kepada pemerintah agar memperhatikan lagi masalah pemberian modal 
bantuan kepada kami karena hanya sekali-kali saja kami diberikan dana 
bantuan.
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Penjelasan dari pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

ialah dana hibah tersebut ialah dana yang tidak diberikan setiap tahun akan tetapi 

dapat diberikan dalam rentang waktu 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Padahal, 

salah satu upaya dalam melakukan suatu pemberdayaan ialah memperkuat 

permodalan baik itu modal dari luar maupun modal sendiri. Namun, untuk kelompok 

pengolah abon ikan tersebut tidak bergantung lagi atau menunggu datangnya bantuan 

dana hibah dari pemerintah karena kelompok tersebut telah berhasil dalam mengelola 

usaha abon ikan yang telah dijalankan sehingga dapat menggunakan modal sendiri 

dalam mengembangkan usaha abon ikan tersebut. 
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4.1.5.3.3 Kelompok pengolah non konsumsi 

Kelompok pengolah non konsumsi yang dibentuk oleh Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah kelompok pengolah hasil kerajinan 

tangan limbah kerang-kerangan. Anggota dalam kelompok ini terdiri atas istri-istri 

nelayan maupun yang bukan merupakan istri-istri nelayan dalam hal ini adalah 

masyarakat pesisir yang ada di Cempae. Berikut ini adalah daftar nama kelompok 

yang telah dibentuk: 

Tabel 4.1.5.3.3 Kelompok pengolah non konsumsi Kecamatan Soreang, Kota 

Parepare 

No Nama kelompok Jumlah Anggota 
Produksi 

(kg)/Tahun 
Keterangan 

1 Bunga Mekar 9 305 bh Kerang-kerangan 

2 Bunga Mekar I 10 380 bh Kerang-kerangan 

Sumber data: Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare 

Kelompok pengolah non konsumsi yang telah dibentuk di Kecamatan Soreang 

tersebut, keduanya hanya terdapat diwilayah Cempae. Salah satu bentuk 

pemberdayaan di Cempea yaitu melalui pembentukan kelompok pengolah non 

konsumsi. Dengan begitu, masyarakat nelayan di Cempae sedikit terbantu dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Akan tetapi, kelompok tersebut terkendala 

dalam hal pemasaran hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Hal ini 

di sebabkan karena tidak adanya tempat khsusus yang disediakan oleh pemerintah 

daerah Kota Parepare untuk menjual hasil produknya.  



 
 

Hasil produk tersebut terjual hanya pada saat diadakan pameran-pameran baik 

itu pameran dalam daerah maupun pameran diluar daerah, ataupun masyarakat hanya 

mendatangi rumah produksi tempat dibuatnya produk hasil kerajinan tangan limbah 

kerang-kerangan tersebut. Selain itu, anggota kelompok tersebut juga memasarkan 

hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut ke berbagai daerah. Sehingga 

proses tersebut akan membutuhkan biaya transportasi untuk memasarkan produk 

yang telah dihasilkan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu anggota 

kelompok pengolah non konsumsi berikut: 

Biasa juga itu kupasarkan kerang-kerangku ke luar daerah jadi keluar lagi 

biaya na belum tentu kodong laku jualanku jadi pastimi rugi ji yang didapat.46 

Anggota kelompok ini mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah 

Kota Parepare untuk memberi wadah sehingga mereka memiliki tempat khsusus 

untuk memasarkan hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan tersebut. Karena, 

salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Usman Yatim 

dan Enny A Hendargo yaitu membantu masyarakat untuk mempermudah produksi 

usaha seperti mempermudah berjalannya pemasaran. Kelompok-kelompok ini 

dibentuk melalui beberapa prosedur sehingga tersalurkannya program bantuan ke 

kelompok masing-masing. Adapun prosedurnya ialah: 

4.1.5.3.3.1 Memasukkan proposal sesuai yang diajukan oleh masing-masing 

kelompok ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. 

Contohnya untuk kelompok nelayan yang mengajukan proposal tentang 

pengajuan untuk membeli alat mesin perahu atau alat tangkap ikan. 
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4.1.5.3.3.2 Setelah proposal diajukan dan disetujui oleh pendamping atau penyuluh 

masing-masing dalam hal ini pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare itu sendiri. Kemudian diajukan ke Kepala 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare apabila pihak 

sudah menyetujui dan kemudian akan menandatangani pengajuan 

proposal tersebut. 

4.1.5.3.3.3 Bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk uang tunai ke kelompok 

masing-masing yang telah mengajukan proposal. 

4.1.5.3.3.4 Bantuan dalam bentuk uang tunai tersebut dibelanjakan sesuai dengan 

isi proposal yang telah diajukan dan dipertanggungjawabkan. 

4.1.5.3.3.5 Bantuan tersebut dicairkan secara bertahap. 

Tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan 

apa yang telah diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah 

cara dari masing-masing anggota kelompok memanfaatkan bantuan tersebut sesuai 

dengan fungsinya. Pertanggungjawaban terhadap program bantuan tersebut 

merupakan kewajiban setiap anggota kelompok untuk melaksanakan setiap 

kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Adapun ketentuan pengelolaan 

terhadap program bantuan tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.5.3.3.5.1 Dikelola secara berkelompok 

Salah satu tujuan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

dalam menjalankan perannya terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Cempae 

ialah dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat yang ada di Cempae. Dalam 

suatu kelompok akan membutuhkan kerja sama serta bersatu padu dalam menghadapi 

suatu pekerjaan yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan. Kerja sama 



 
 

dalam kelompok meliputi kepercayaan, penyelesaian masalah bersama dan kejelasan 

tujuan serta memberi dukungan dan motivasi. Hal terpenting adalah bahwa dalam 

berkelompok harus dibangun atas dasar kekompakan yang utuh. Kelompok yang 

telah dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare masing-

masing terdiri atas ketua, sekertaris, bendahara serta anggota kelompok. Akan tetapi 

masih terdapat kelompok yang telah dibentuk oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare tidak dapat bekerja sama. Seperti yang dikemukakan oleh 

salah satu kelompok anggota nelayan yang ada di Cempae: 

Kebetulan dalam kelompok saya itu, saya berperan sebagai ketua kelompok 
tetapi saya juga mengambil alih peran sebagai sekertaris dan bendahara karena 
mereka kurang peduli terhadap jabatan mereka jadi saya mengerjakan apa 
yang seharusnya dikerjakan oleh sekertaris dan  bendahara dalam kelompok 
saya.
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Kelompok dibentuk berdasarkan suatu manajemen. Nanang Fattah berpendapat 

bahwa fungsi-fungsi menajemen harus terdapat dalam suatu kelompok. Diantaranya 

adalah fungsi perencanaan, fungsi pegorganisasian, fungsi pengarahan dan fungsi 

pengawasan. Salah satu tujuan dari fungsi pengorganisasian yaitu pengelompokan 

kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan dan wewenang 

untuk melaksanakan kegiatan. Suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua 

orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan 

menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, 

penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi. 

                                                             
47

Arif Bombang, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara 

oleh penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 12 April 2017. 



 
 

Teori pengorganisasian tersebut belum terlaksana dalam kelompok nelayan 

yang telah dibentuk. Seharusnya, setiap anggota yang telah dipilih dan dipercayakan 

untuk menjalankan tugas dalam suatu jabatan, maka anggota tersebut harus 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Sehingga tujuan yang 

direncanakan dapat terlaksana secara efektif. 

Karakter masyarakat nelayan yang ada di Cempae khususnya kelompok 

nelayan seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai dari Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu mereka cendurung memiliki karakter 

yang keras dan sulit untuk diberi pemahaman. Hal ini menjadi faktor penyebab 

anggota kelompok nelayan mengelola program bantuan tersebut secara individu. 

Maksudnya adalah tidak adanya kekompokan untuk mengelola program bantuan 

tersebut secara berkelompok. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare: 

Program bantuan ini disarankan dikelola secara berkelompok yang terdiri atas 
ketua kelompok, sekertaris, bendahara dan anggota kelompok. Akan tetapi 
untuk nelayan yang ada di Cempae kurang berhasil karena sebagian dari 
mereka masing-masing mengelolanya secara sendiri-sendiri.
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Berbeda dengan kelompok pengolah abon ikan yang saling bekerja sama 

dalam mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi 

faktor pendorong kelompok pengolah abon ikan tersebut berhasil dalam menjalankan 

usahanya tanpa berharap datangnya bantuan modal dari pemerintah. Untuk kelompok 

pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan, anggota kelompok tersebut 

sudah cukup kompak dalam mengelola program bantuan tersebut terbukti dengan 

adanya saling kerjasama yaitu penggunaan alat secara bersama-sama dari hasil 
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bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat kerajinan tangan 

limbah kerang-kerangan tersebut. Akan tetapi terkadang terjadi persaingan pasar 

dalam hal pemasaran hasil kerajinan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

tempat khsusus yang disediakan secara bersama-sama untuk memasarkan hasil 

kerajinan tersebut. Padahal salah satu penunjang kesuksesan dalam suatu kelompok 

ialah adanya saling keterbukaan, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan keterikatan 

antara masing-masing anggota kelompok. 

4.1.5.3.3.5.2 Dimanfaatkan sesuai kebutuhannya 

Salah satu indikator utama program bantuan tersebut adalah dimanfaatkan 

sesuai kebutuhannya. Dana yang disalurkan dalam bentuk uang tunai tersebut 

dibelanjakan sesuai dengan isi proposal yang telah diajukan ke Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu 

pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berikut: 

Program ini digunakan sebagaimana mestinya, dimanfaatkan sesuai 

kebutuhannya, jangan dibeli akan tetapi tidak dibutuhkan. Misalkan jaring yang 

sudah dibeli jangan dijual kembali.49 

Maksud dari pemaparan diatas adalah penggunaan dana bantuan hibah harus 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kinerja anggota kelompok 

yang telah dibentuk. Kenyataan yang terjadi adalah masih ada anggota dalam 

kelompok tersebut menyalahgunakan dana bantuan yang telah diberikan. Seperti 

anggota kelompok nelayan yang memiliki pekerjaan lain selain sebagai nelayan. 

Karena sebagian anggota kelompok nelayan tersebut hanya menjadikan profesi 

nelayan sebagai pekerjaan sampingan yang akhirnya memicu anggota kelompok 
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tersebut untuk membelanjanakan dana bantuan tersebut selain keperluan alat tangkap 

ikan ataupun keperluan perahu. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pegawai 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare berikut: 

Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan ini sebenarnya masih 
banyak masyarakat yang ingin membentuk kelompok baru. Akan tetapi, 
keterbatasan dana bantuan karena dana ini bersifat hibah jadi tidak ada yang 
kembali ke Dinas. Jadi, mereka yang kelola sendiri jadi perlu ada 
pendampingan karena biasa ada yang tidak membeli bahan baku akan tetapi 
membeli bahan yang lain.
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Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan dana bantuan 

tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi 

persyaratan yang telah ditentukan.  

Salah satu tujuan pemberdayaan adalah membangun daya kreasi masyarakat 

dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Program pemberdayaan masyarakat 

nelayan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian 

masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan telah 

dilaksanakan sesuai dengan peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare akan tetapi masyarakat nelayan itu sendirilah 

yang kurang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dalam mengolah dana 

bantuan yang telah diberikan sehingga perekonomian masyarakat nelayan di Cempae 

masih kurang berkembang. 

Berbeda dengan kelompok pengolah hasil perikanan dan kelompok pengolah 

non konsumsi yang memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai apa yang telah di 

tetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti yang 

                                                             
50

Abdullah, Pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Sulsel, 

wawancara oleh penulis di Cempae Kota Parepare, 06 April 2017 



 
 

dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah 

kerang-kerangan berikut: 

Adapun mengenai pemanfaatan terhadap dana yang diberikan oleh dinas 
PKPK, alhamdulillah semua anggota kelompok saya memanfaatkannya 
dengan betul-betul dari pengawasan saya.
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Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan untuk menilai apakah setiap 

anggota dalam suatu kelompok telah melaksanakan kewajiban dan prosedur yang 

menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Kelompok pengolah hasil kerajinan 

tangan limbah kerang-kerangan tersebut melakukan pengawasan dan arahan kepada 

setiap anggota kelompok dalam memanfaatkan dana bantuan sesuai apa yang telah 

ditentukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan terarah 

secara efektif. 

4.1.5.3.3.5.3 Penyisihan hasil dalam bentuk tabungan 

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap kelompok yang telah 

dibentuk adalah penyisihan hasil dalam bentuk tabungan dari program bantuan yang 

telah diberikan. Hasil dari pengelolaan dana hibah yang diberikan kepada setiap 

kelompok diwajibkan untuk menyisihkan yakni dalam bentuk tabungan setiap 

bulannya. Tabungan tersebut sebagai bukti bahwa kelompok tersebut telah berhasil 

ataupun belum berhasil dalam mengelola program bantuan yang telah diberikan. 

Tabungan tersebut akan digunakan kembali oleh setiap anggota kelompok. 

Contohnya apabila salah satu anggota kelompok memiliki keperluan yang mendesak 

dan tidak mempunyai biaya untuk memenuhinya maka anggota kelompok tersebut 

dapat menggunakan hasil tabungan kelompok tersebut dengan persetujuan masing-
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masing anggota kelompok. Tabungan tersebut juga digunakan untuk 

mengembangkan usaha setiap kelompok seperti pada usaha pengolah abon ikan 

sehingga tidak bergantung lagi dengan modal bantuan dari pemerintah. Akan tetapi 

untuk kelompok nelayan, sebagain dari anggota kelompok tersebut kurang 

memperhatikan terhadap penyisihan tabungan tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh 

salah satu anggota kelompok nelayan berikut: 

Dalam tabungan kelompok Kami itu tidak berhasil karena tidak ada 
kekompakan diantara anggota kelompok saya untuk menabung. Tidak adil itu 
kalo hanya satu orang saja yang rajin menabung baru anggota yang lainnya 
malas untuk menabung jadi biasa timbul rasa kecemburuan sesama kita. 
Seandainya ini penyisihan berhasil dalam kelompok saya maka manfaatnya 
sangat besar untuk kelompok Kami karena dengan begitu tidak bergantung 
maki lagi atau menunggu datangnya bantuan dari pemerintah.
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Salah satu anggota kelompok nelayan ini menjelaskan bahwa untuk kelompok 

nelayan terdapat sebagian anggota kelompok tidak dapat saling bekerja sama dalam 

menyisihkan sebagian hasil dari program bantuan yang telah diberikan. Hanya 

sebagian dari anggota kelompok nelayan yang menyisihkan tabungan sehingga 

menimbulkan ketidakadilan apabila hanya terdapat sebagian yang menjalankannya 

sedangkan yang lain tidak dapat memenuhi kewajiban penyisihan dalam bentuk 

tabungan tersebut. Untuk kelompok pengolah hasil kerajinan tangan limbah kerang-

kerangan dan pengolah abon ikan telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare untuk menyisihkan hasil 

dari program bantuan yang telah diberikan. Tabungan dalam bentuk rekening tersebut 

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing ketua kelompok dibantu oleh bendahara 

dalam mengelolanya. Disamping itu, terdapat tim pengawas dari pihak Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yang mengawasi berjalannya 

                                                             
52

Abdul Rasak, masyarakat nelayan di Cempae (anggota kelompok nelayan), wawancara oleh 

penulis di Cempae Kota Parepare, tanggal 13 April 2017. 



 
 

penyisihan hasil tabungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi 

perkembangan kelompok tersebut. Untuk kelompok yang belum berkembang pihak 

dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare akan mendorong dan 

mengupayakan agar kelompok tersebut dapat lebih berkembang lagi. Akan tetapi, 

Kelompok yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyisihkan hasil dari 

program bantuan yang telah diberikan akan dipertimbangkan kembali untuk 

mendapatkan dana bantuan selanjutnya. Adapun bentuk pengawasan terhadap 

program bantuan tersebut ialah: 

4.1.5.3.3.5.4 Identifikasi kelompok oleh TPD (Tim Pendamping) dari pihak Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. 

Salah satu tugas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah 

mengidentifikasi setiap kelompok yang akan mengajukan proposal bantuan. 

Diantaranya ialah identifikasi tentang profesi yang dimiliki oleh setiap anggota 

kelompok yang akan dimasukkan kedalam anggota kelompok penerima program 

bantuan dan identifikasi tentang usaha yang akan dijalankan baik itu usaha dibidang 

perikanan maupun usaha hasil kelautan. Sebelum kelompok terbentuk Pihak dari 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare memberi kepercayaan 

kepada satu orang masyarakat untuk mencari anggota kelompok yang akan 

dimasukkan kedalam kelompok penerima program bantuan. Namun pada 

kenyataannya masih ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetap akan 

tetapi tidak dimasukkan ke kelompok nelayan penerima program bantuan. Seperti 

yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok nelayan berikut: 

Sebenarnya itu masih ada sebagain nelayan disini tidak didaftarkan masuk 
dikelompok nelayan padahal itumi kasian nelayan yang berhak seandainya 



 
 

dikasi masuk karena nelayan ji saja pekerjaannya tidak ada pekerjaan 
lainnya.
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Pemaparan salah satu anggota kelompok nelayan diatas ialah bahwa masih 

terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak dimasukkan kedalam kelompok nelayan 

penerima program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare. Hal ini disebabkan karena orang yang diberikan kepercayaan oleh Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tersebut tidak seleksi dalam 

mencari dan mendaftarkan nelayan yang ada di Cempae untuk dimasukkan kedalam 

kelompok penerima program bantuan. Padahal salah satu tujuan dilaksanakannya 

pemberdayaan adalah melindungi masyarakat yaitu mencegah agar yang lemah tidak 

menjadi bertambah lemah. Sebaiknya orang yang telah diberikan kepercayaan untuk 

mencari nelayan yang lebih berhak didaftarkan kedalam kelompok nelayan penerima 

program bantuan tersebut agar tidak memilih-milih, bersikap adil dan tidak berpihak 

serta lebih memperhatikan lagi masyarakat yang lebih berhak dimasukkan dalam 

kelompok tersebut. Namun, dengan begitu pihak dari Dinas Pertanian, Kelautan dan 

Perikanan Kota Parepare agar lebih lagi meningkatkan pengawasannya terhadap 

program pemberdayaan yang berlangsung tersebut. 

4.1.5.3.3.5.5 Pengawasan terhadap pencairan dan pembelanjaan dana yang telah 

dicairkan. 

Salah satu kewajiban dari suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan 

perannya yaitu adanya pengawasan terhadap masyarakat. Bentuk pengawasan dari 

pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap masyarakat 

nelayan di Cempae ialah pengawasan terhadap pemanfaatan program bantuan dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae. Salah satunya ialah 
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pengawasan terhadap pembagian dana untuk masing-masing anggota kelompok dan 

telah dilaksanakan sesuai ketentuannya yakni dibagi secara merata baik itu untuk 

ketua, sekertaris, bendahara serta anggota kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh 

salah satu anggota kelompok nelayan berikut: 

Kelompok saya pernah mendapatkan dana bantuan yakni sebesar Rp 
30.0000.000. Kami bagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000 
perorang karena dalam kelompok saya itu terdiri atas 10 anggota kelompok.
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Pendistribusian
55

  yang efektif akan memperlancar arus barang oleh penerima 

barang tersebut sehingga dapat diperoleh kemudahan dalam memperolehnya. Dalam 

melakukan distribusi para penyalur distribusi dituntut untuk melakukan pemerataan 

pembagian barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian tersebut. 

Pemerataan terhadap pembagian dana tersebut menunjukkan kepada keadilan dan 

tidak memihak antara satu sama lainnya. Pembagian dana ini diawasi langsung dari 

pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. 

4.1.5.3.3.5.6 Pemantauan setiap bulan terhadap barang atau alat yang telah dibeli 

dari dana yang telah dicairkan. 

Pemantaun adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk 

menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang ditetapkan dan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan 

timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin serta mendukung upaya 

penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan. 
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Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta 

mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan 

sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan. 



 
 

Terdapat beberapa alat yang telah dibeli oleh kelompok nelayan seperti alat 

tangkap ikan, akan tetapi sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dikarenakan 

alat tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. seperti yang dijelaskan oleh salah 

satu kelompok nelayan berikut: 

Itu jaring didepan rumah tinggal ji saja karena rusakmi jadi ndk bisami 
dipake. Terus ndak adami juga bantuan modal yang masuk jadi tinggal ji 
saja.
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Pemaparan diatas menjelaskan bahwa alat tangkap ikan yang diperoleh dari 

dana bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 

Kota Parepare tidak dapat berfungsi lagi bagi anggota kelompok nelayan. Seharusnya 

pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare meninjau kembali alat tersebut sehingga segera mengambil tindakan untuk 

mempertimbangkan lagi atau mencari solusi agar anggota nelayan tersebut dapat 

menggunakan alatnya kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Akan tetapi seharusnya setelah dibentuknya anggota kelompok penerima program 

bantuan tersebut masyarakat nelayan tersebut dapat mengembangkan sendiri program 

bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena prinsip setelah 

dilaksanakannya suatu pemberdayaan ialah masyarakat dimaksudkan memilki 

peluang dan kesempatan untuk memberikan keputusan dan memilih terhadap 

berbagai keadaan dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah. 
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4.2  Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat nelayan di Cempae ditinjau dari analisis ekonomi Islam 

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan membentuk suatu program 

pemberdayaan bagi masyarakat nelayan di Cempae Dinas PKP Kota Parepare telah 

menjalankan kewajibannya sebagai instansi pemerintahan dalam membangun 

masyarakat yang lebih berkembang dan berdaya. Sedangkan, menurut levinson, 

peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

terbentuknya kelompok program pemberdayaan yang terarah pada bidang masing-

masing tersebut, Dinas PKP Kota parepare telah menyatukan beberapa anggota 

masyarakat yang ada di Cempae melalui kelompok yang telah dibentuk tersebut. 

Sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan perannya terhadap 

perkembangan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang wajib 

dijalankan, baik itu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintahan itu 

sendiri, maupun aturan-aturan dari Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam 

menjalankan perannya sebagai pihak pelaksana instansi pemerintahan. Begitu pula 

terhadap masyarakat dalam menjalankan suatu aktifitas perekonomian dan sebagai 

sasaran utama penerima program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintahan tersebut. 

Masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan-aturan yang terikat baik itu aturan-

aturan dari dinas PKP Kota Parepare dalam mengelola program pemberdayaan 

tersebut maupun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan yang telah ditetapkan 



 
 

oleh Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya. Untuk memenuhinya, maka perlu 

diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan suatau aktiftas 

perekonomian maupun sebagai pihak pelaksana intstansi pemerintahan dalam 

memberdayakan perekonomian masyarakat, agar dapat terpenuhi kewajiban-

kewajiban tersebut yang telah ditetapkan dalam Islam.  

Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas ataupun kegiatan perekonomian yang 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut ini 

Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam rangka 

memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae yang dianalisis dari segi 

prinsip-prinsip ekonomi islam berikut: 

4.2.1 Prinsip Keadilan dan Kebajikan 

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan 

perekonomian Islam adalah prinsip keadilan. Dengan keadilan dapat menghasilkan 

keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan. Penegakan 

keadilan dan usaha mengeliminisasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas 

utama Al-Qur’an.
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 Allah SWT  berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 berikut: 

                         

                          

   
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
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untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.
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Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT, haruslah 

dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna 

tidak berbuat zalim kepada sesama manusia.  Adil dalam islam adalah menempatkan 

sesuatu pada tempatnya (wud’u al-syai ‘ala makanih). Kezaliman merupakan hal 

yang bertentangan dengan keadilan karena kezaliman bermaksud meletakkan suatu 

perkara (benda) pada tempat yang bukan sebenarnya. 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menunjukkan 

keadilannya terhadap perannya dalam menjalankan tugasnya dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Cempae. Hal ini dibuktikan 

dengan keadilannya terhadap penempatan pembagian program bantuan yang 

diberikan kepada masyarakat nelayan. Akan tetapi, masyarakat nelayan itu sendirilah 

yang tidak menunjukkan perilaku yang adil. Seperti anggota kelompok nelayan yang 

memasukkan identitas pekerjaan yang semestinya bukan menjadi identitas 

pekerjaannya dan akhirnya didaftarkan ke dalam kelompok penerima program 

bantuan dari pemerintah. Pada kelompok nelayan tersebut, kenyataan yang terjadi 

yakni terdapat sebagian anggota dalam kelompok nelayan tersebut yang hanya 

menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan 

sebagai nelayan tetap. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok 

nelayan berikut: 

Sebenarnya itu masih ada sebagain nelayan disini tidak didaftarkan masuk 
dikelompok nelayan padahal itumi kasian nelayan yang berhak seandainya 
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dikasi masuk karena nelayan ji saja pekerjaannya tidak ada pekerjaan 
lainnya.
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Pemaparan salah satu anggota kelompok nelayan diatas ialah bahwa masih 

terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak dimasukkan kedalam kelompok nelayan 

penerima program bantuan dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare. Anggota kelompok nelayan tersebut seharusnya tidak didaftarkan kedalam 

kelompok tersebut karena masih terdapat nelayan tetap lainnya yang tidak didaftarkan 

kedalam kelompok nelayan penerima program bantuan tersebut. Seharusnya orang 

yang diberikan kepercayaan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare untuk mencari dan mengusulkan nelayan yang ada di Cempae untuk 

didaftarkan sebagai anggota kelompok penerima program bantuan tersebut agar tidak 

berpihak ke masyarakat lainnya tanpa memperhatikan nelayan yang lebih berhak 

dimasukkan kedalam kelompok penerima program bantuan tersebut. Hal ini 

menunjukkan perilaku yang tidak adil dan tidak adanya keseimbangan terhadap 

nelayan tetap yang tidak dimasukkan kedalam kelompok tersebut. Seharusnya, Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare agar lebih teliti lagi dalam 

menerima identitas dari masyarakat nelayan tersebut. Agar penempatan dalam 

pembagian program bantuan ini berada dalam masyarakat yang lebih berhak 

menerimanya. 

4.2.2 Prinsip Tidak Mementingkan Keuntungan Semata-mata 

Keadilan menghendaki seseorang agar tidak mementingkan diri sendiri 

terhadap siapapun, kecuali jika bertindak secara adil.
60

 Dengan tindakan mencari 

keuntungan secara tidak adil, dengan begitu akan melanggar hak orang lain. 
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Nelayan yang tidak seutuhnya berprofesi sebagai nelayan tetap kemudian 

menerima program bantuan tersebut menunjukkan sifat ketidakadilannya yang 

mementingkan keuntungan semata-mata. Padahal masih terdapat masyarakat nelayan 

tetap lainnya yang lebih berhak didaftarkan kedalam kelompok penerima program 

bantuan tersebut. Allah SWT  berfirman dalam Q.S. Al-Huud/11: 85 berikut: 

                           

         

Terjemahnya: 

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 
membuat kerusakan.
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Kenyataan lainnya yang terjadi ialah masih ada anggota dalam kelompok 

nelayan tersebut yang menyalahgunakan dana yang telah diberikan. Seperti yang 

dipaparkan oleh salah satu pegawai Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare berikut: 

Respon masyarakat terhadap program pemberdayaan ini sebenarnya masih 
banyak masyarakat yang ingin membentuk kelompok baru. Akan tetapi, 
keterbatasan dana bantuan karena dana ini bersifat hibah jadi tidak ada yang 
kembali ke Dinas. Jadi, mereka yang kelola sendiri jadi perlu ada 
pendampingan karena biasa ada yang tidak membeli bahan baku akan tetapi 
membeli bahan yang lain.
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Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan dana bantuan 

tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi 

persyaratan yang telah ditentukan. Anggota kelompok nelayan tersebut diwajibkan 

membeli alat tangkap ikan ataupun keperluan perahu akan tetapi anggota kelompok 
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nelayan tersebut membeli peralatan lain atau kebutuhan lain. Hal ini menunjukkan 

sifat yang lebih mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mementingkan 

keuntungan kelompok. Karena alat yang telah dibeli oleh setiap anggota kelompok 

tersebut akan digunakan secara bersama-sama atau dapat saling meminjamkan 

apabila masing-masing anggota kelompok membutuhkannya karena program ini 

diwajibkan dikelola secara berkelompok. 

4.2.3 Prinsip Kejujuran dan Kebenaran 

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Ketidakjujuran 

adalah bentuk kecurangan. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi batas 

imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran dan pencurian, 

yang keduanya dilarang dalam Islam.
63

 Allah SWT  berfirman dalam Q.S. Al-

Anfaal/8: 27 berikut: 

                        

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
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Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menunjukkan 

kejujurannya dalam mendistribusikan dana bantuan ke masyarakat nelayan. Hanya 

saja masyarakat nelayan itu sendirilah yang melanggar ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan. Sebagian dari nelayan tangkap di Cempae cenderung memiliki 

karakter yang sulit untuk diberi pemahaman, sehingga mendorongnya untuk 
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berperilaku tidak adil dalam mengelola dana yang telah diberikan. Sebagian anggota 

kelompok yang telah dibentuk tidak mempertanggungjawabkan apa yang telah diberi 

oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Seperti pada kasus 

penyalahgunaan dana oleh sebagian anggota kelompok nelayan. Hal inilah salah satu 

penyebab sehingga perekonomian masyarakat nelayan di Cempae kurang 

berkembang karena masyarakat nelayan itu sendirilah yang menjadi penyebabnya. 

Menjaga amanat merupakan moral yang mulia, seperti membelanjakan apa yang 

seharusnya ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

terhadap dana bantuan tersebut. 

4.2.4 Prinsip Transparan (Terbuka) 

Untuk memenuhi konsep keadilan manusia harus bertanggung jawab terhadap 

segala tindakannya. Selain jujur dan benar yang merupakan suatu konsep adanya 

suatu keadilan, seseorang yang diberi maupun yang memegang pertanggungjawaban 

haruslah memilki sifat transparan (terbuka). 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah menjalankan 

perannya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di 

Cempae. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program-rogram yang mereka 

terapkan ke masyarakat nelayan di Cempae. Tidak ada satupun yang disembunyikan 

tentang program bantuan yang dapat diberikan ke masyarakat nelayan. Akan tetapi, 

masyarakat nelayan itu sendirilah yang memilki sifat kecurangan. Nelayan yang 

diidentifikasi profesinya ternyata hanya menjadikan profesi nelayan sebagai 

pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan utamanya. Dalam hal ini 

mereka tidak memilki sifat transparan (terbuka) dalam memberikan identitas 



 
 

pekerjaannya. Padahal, program bantuan dana tersebut diberikan hanya kepada 

nelayan tetap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di 

Cempae yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare, yaitu dengan cara memberikan berbagai program pemberdayaan 

dengan membentuk berbagai kelompok masyarakat nelayan yang terarah pada 

bidang masing-masing yaitu kelompok nelayan, kelompok pengolah hasil 

perikanan yakni pengolah abon ikan dan kelompok pengolah non konsumsi 

yakni hasil kerajinan tangan limbah kerang-kerangan. 

5.1.2 Peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae telah mampu 

menjalankan perannya dengan efektif berdasarkan dengan prinsip-prinsip 

ekonomi islam. Akan tetapi, fungsi pengawasan terhadap program 

pemberdayaan tersebut masih kurang efektif karena Dinas PKP Kota Parepare 

kurang memperhatikan dalam menerima identitas dari masyarakat yang 

mengajukan diri untuk di daftarkan ke dalam kelompok program 

pemberdayaan tersebut, seperti pada kelompok nelayan. Padahal masih 

terdapat nelayan tetap di Cempae yang tidak terdaftar sebagai anggota 

kelompok nelayan tersebut. Untuk sebagian dari anggota kelompok nelayan 

yang telah dimasukkan ke dalam kelompok penerima program pemberdayaan 

dari Dinas PKP Kota Parepare masih kurang efektif dalam mengelola dan 



 
 

memanfaatkan program pemberdayaan tersebut dengan baik dan benar apabila 

dianalisis dari ekonomi Islam yakni Prinsip keadilan, prinsip tidak 

mementingkan keuntungan semata-mata dan prinsip kejujuran dan kebenaran 

serta prinsip transparan (terbuka). Untuk kelompok pengolah hasil perikanan 

dan pengolah non perikanan telah efektif dalam mengelola dan memnafaatkan 

program pemberdayaan tersebut dengan baik dan benar apabila dianalisis dari 

prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

5.2 SARAN 

Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini ialah untuk 

masyarakat nelayan yang ada di Cempae khususnya untuk nelayan yang telah 

dimasukkan kedalam kelompok penerima program pemberdayaan tersebut, agar lebih 

memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana 

bantuan tersebut secara efektif yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Adapun untuk Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare ialah agar lebih meningkatkan 

pengawasannya terhadap berjalannya program pemberdayaan tersebut. 
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LAMPIRAN 2 

Surat Izin Penelitian 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “peran Dinas 

PKP terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae (Analisis 

Ekonomi Islam)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk 

merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan: 

1. Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota 

Parepare yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare? 

1.1 Dalam bentuk apa saja program pemberdayaan yang diberikan oleh masyarakat  

nelayan yang ada di Cempae Kota Parepare? 

1.2 Bagaimana ketentuan dari sistem pengelolaan terhadap program bantuan 

tersebut? 

1.3 Bagaimana prosedur sehingga program pemberdayaan tersebut tersalurkan ke 

masyarakat nelayan yang ada di Cempae Kota Parepare? 

1.4 Apakah terdapat pelatihan, pendampingan dan pengawasan terhadap program 

pemberdayaan tersebut dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat 

nelayan di Cempae? 

1.5 Apa saja kendala-kendala yang terjadi terhadap program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat nelayan tersebut dan bagaimana cara dari pihak Dinas 

Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam menindaklanjuti 

kendala-kendala tersebut? 

1.6 Bagaimana respon, saran dan masukan masyarakat nelayan di Cempae Kota 

Parepare terhadap program pemberdayaan tersebut? 

2. Bagaimana peran Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare 

ditinjau dari analisis ekonomi Islam? 



 
 

2.1  Apakah peran dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare telah 

efektif dalam menjalankan perannya sebagai suatu instansi pemerintahan dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare? 

2.2 Apakah masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare telah efektif dalam 

mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan tersebut yang 

dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Wawancara dengan Pegawai  

Dinas Pertanian, Kelautan dan    

Perikanan Kota Parepare 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan masyarakat nelayan di Cempae Kota 

Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Foto Kantor Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPI 

Cempae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

         KANTOR DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE 

 

KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PPI CEMPAE  



 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Foto Saat Wawancara dengan Pegawai Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dan wawancara dengan 

masyarakat nelayan di Cempae Kota Parepare beserta foto hasil 

produksi 

 

 

 

 



 
 

 

 

WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KOTA PAREPARE DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PPI CEMPAE 



 
 

 

 

WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KELOMPOK PENGOLAH NON KONSUMSI 

(KELOMPOK PENGOLAH HASIL KERAJINAN TANGAN LIMBAH KERANG-KERANGAN) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kelautan 
dan Perikanan Kota Parepare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VISI DAN MISI  

DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE 

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil 

Walikota Parepare yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Kota Parepare Tahun 2013-2018. 

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah 

“Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat”. Visi 

Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 tersebut memiliki makna : 

1. Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk 

berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat 

sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan 

meningkatnya kualitas hidup dan tercukupnya kebutuhan kehidupan 

masyarakat. 

2. Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta 

berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya 

partisipsi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian 

lingkungan. 

3. Mandiri, mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan 

permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. 

4. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan 

eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat 

dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. 



 
 

 

 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (ima) Misi Pembangunan 

Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan 

secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. 

2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah 

melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan 

lingkungan hidup. 

4. Memantapkan penegakan supermasi hukum, menyelenggarakan 

pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif 

masyarakat. 

5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam 

mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. 

Penelaahan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013-

2018, diharapkan dapat menjadi bahan literatur yang representatif dalam penyusunan 

Rencana Startegis Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 

2013-2018, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam mencapai sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare 2013-2018. 

Hasil identifikasi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare tentang 

faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian 

visi dan misi Pemerintah Kota Parepare adalah sebagai berikut; 

Visi Kota Parepare adalah: “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, 

Mandiri dan Bermartabat” Misi yang didukung oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan 



 
 

Perikanan Kota Parepare adalah pada misi ke-2 yakni mendorong percepatan 

ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan. 

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota 

Parepare dalam urusan kelautan dan perikanan adalah semakin berkurangnya areal 

penangkapan ikan. 

Faktor penghambat yang terjadi adalah belum optimalnya sarana dan prasarana 

pendukung, dampak perubahan iklim/cuaca, mutu produksi yang kurang berdaya 

saing sedangkan faktor pendorong adalah adanya regulasi dalam mendukung 

pembangunan pertanian dan perikanan, dukungan anggaran pemerintah pusat, 

provinsi dan daerah, komitmen pimpinan dinas dan jajarannya dalam meningkatkan 

produksi, ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi. 

Dari 5 (lima) misi pemerintah Kota Parepare terdapat 2 misi yang didukung oleh 

pelayanan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yaitu misi ke-2: 

Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada 

sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LAMPIRAN 8 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian, 

Kelautan dan Perikanan Kota Parepare 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 LAMPIRAN 9 

Tabel Kependudukan Cempae Kecamatan Soreang 

Kota Parepare 
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